
BAB I 

PENDABULUAN 

Hukum pidana seringkali digunakan untuk mcnyclesaikan masalah sosial 

khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai 

salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bcntuk patologi sosial. Penegakan hukum 

pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus 

dilakukan. Hal ini sangat beralasan karcna perjudian merupakan ancaman yang nyata 

terhadap norma-nonna sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun 

ketegangan-ketegangan sosial. 

Perjudian merupakan ancaman riil atau potensill bagi berlangsungnya 

keten:iban sosial. Dengan demikian perjudian dnpat menjadi menghambat 

pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik 

orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas. 

Sedangkan pembangunan mcmbutuhkan individu yang giat bekerja keras dan 

bennental lrual 

Sangat bernlasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang 

rasional untuk suatu pemecahannya Karena sudah jelas judi mcrupakan problema 

sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.8 Salah satu usaha 

rasional yang digunakan untuk meoanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan 

kebijakan hukurn pidana 
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Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai social 

control atau pengendalian sosial yaitu suaru proses yang telah direncanakan Jebih 

dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan. meogajak, menyuruh atau bahkan 

memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata 

tertib hukum yang sedang berlaku.1 

Di sarnping iru hukum pidan:i juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah 

atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan 

fungsi demik:ian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi social engineering 

atau rekayasa sosial.2 

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salnh satu upaya 

mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan pcoegakan hukum. 

Disamping itu karena tujuannya adalah uotuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

pada umunya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang 

kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional uotuk mencnpai kesejahteraan 

masyarakal Sebagai suatu masalah yang tennasuk kebijakan, maka penggunaan 

(hukurn) pidana sebenwnya tidak merupakan suatu keharusan. 

Hukum yang telah di bunt itu akan terasa maofaatnya jika dioperasionalisasikan 

dalam masyarakat. Pengopcrasionalan bukum itu akan memberikan bukti seberapa 

jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam 

1 Muladi d:m Barda Nawawi Aritf, Teori-Teori clan Xebijahm Pidana, Pencrl>il Alumni, 
Barulun8i 1998. baL 148 

Ronny Hanitjo Sotm.itro, Studi Hukum Dalam Afasyaroka4 Alumni, Bandung. 1985 ha!. 46 
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